
 

 

 

 

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM 

PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) 

TANGNGA ROMANG DESA RAPPOALA KECAMATAN 

TOMPOBULU KABUPATEN GOWA 

 

 

 

 

 

 

 
 

SYAHRUL 

105951104819 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI KEHUTANAN  

FAKULTAS PERTANIAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  

2025



ii 

 

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM 

PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) 

TANGNGA ROMANG DESA RAPPOALA KECAMATAN 

TOMPOBULU KABUPATEN GOWA 

 

 

 

 

 

 

 
SYAHRUL 

105951104819 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan 
Strata Satu (S-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAM STUDI KEHUTANAN  

FAKULTAS PERTANIAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

2025 



https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


 

 

v  

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER 

INFORMASI  

 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Tingkat 

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) 

Tangnga Romang Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa 

adalah benar merupakan hasil karya yang belum diajukan dalam bentuk apapun 

kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal 

atau dikutip dari karya yang diterbitkan manapun tidak diterbitkan dari penulis lain 

telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar Pustaka dibagian akhir 

skripsi ini. 

 

               Makassar, Agustus 2025  
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ABSTRAK 

Syahrul, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan 

Kemasyarakatan (HKm) Tangnga Romang Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu 

Kabupaten Gowa, dibimbing oleh HASANUDDIN MOLO dan RAHMAT 

ARIANDI. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan HKm Tangga Romang Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu 

Kabupaten Gowa. Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan dari bulan Mei 

sampai dengan Bulan Juli 2025. Metode yang digunakan dalam penentuan sampel 

adalah sample random sampling. Pengumpulan data responden menggunakan 

metode wawancara, sedangkan metode yang digunakan dalam menganalisis data, 

yaitu metode kuantitatif untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat terhadap 

pengelolaan HKm menggunakan teknik pendekatan skala likert. Jumlah responden yang 

diwawancarai sebanyak 30 orang, tahapan tingkat partisipasi masyarakat dibagi 

menjadi tiga tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap 

evaluasi. Hasil penelitian pada tahap perencanaan menunjukkan partisipasi 

masyarakat yang cukup baik dengan skor 3,18. Pada tahap pelaksanaan, partisipasi 

masyarakat tergolong rendah dengan skor 1,82, dan tahap evaluasi, masyarakat 

kembali menunjukkan partisipasi yang sedang dengan skor 2,95. Tingkat partisipasi 

tertinggi  yaitu pada tahap perencanaan dengan skor 3,18 karena masyarakat sangat 

aktif dalam menghadiri pertemuan dan memberikan masukan pada tingkat 

perencanaan. 

Kata kunci: Hutan Kemasyarakatan (HKm), Simple Random Sampling, Skala 

Likert, Tingkat Partisipasi 
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ABSTRACT 

Syahrul, Level of Community Participation in the Management of Community 

Forests (HKm) Tangnga Romang, Rappoala Village, Tompobulu District, Gowa 

Regency, supervised by HASANUDDIN MOLO and RAHMAT ARIANDI. 

 

This study aims to determine the level of community participation in the 

management of HKm Tangga Romang, Rappoala Village, Tompobulu District, 

Gowa Regency. The study was conducted over a three-month period from May to 

July 2025. The sampling method used was random sampling. Data collection from 

respondents was conducted through interviews, while data analysis employed a 

quantitative method to measure community participation in HKm management 

using the Likert scale approach. A total of 30 respondents were interviewed, and 

the stages of community participation were divided into three stages: planning, 

implementation, and evaluation. The research results at the planning stage showed 

fairly good community participation with a score of 3.18. In the implementation 

stage, community participation was low with a score of 1.82, and in the evaluation 

stage, the community again showed moderate participation with a score of 2.95. 

The highest level of participation was in the planning stage with a score of 3.18 

because the community was very active in attending meetings and providing input 

at the planning level. 

 

Keywords: Community Forest (HKm), Simple Random Sampling, Likert Scale, 

Participation Level. 
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PRAKATA 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat 

dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal dengan judul 

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) 

Tangnga Romang Desa Rappoala Kecamata Tompobulu Kabupaten Gowa. 

Tidak lupa pula kita kirimkan salam dan shalawat kepada junjungan kita 

baginda Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam, beliau yang menjadi surih tauladan 

bagi kita ummat beragama. Penulis menyadari bahwa Proposal ini masih jauh dari 

kesempurnaan, mengenai isi maupun penulisnya, sehingga penyusun memohon 

kritikan yang bersifat membangun. Mudah-mudahan,Proposal ini bermanfaat dan 

menambah pengetahuan bagi kita semua. 

Dengan segala kerendahan hati, tidak lupa penulis ucapkan terimakasih 

kepada yang sebesar - besarnya kepada: 

1. Hambali dan Nurhidayah selaku orang tua penulis yang tak henti-hentinya 

memanjatkan doa untuk keberhasilan dan keselamatan penulis dunia 

akhirat, kemudian dukungan moral serta materi demi keberhasilan 

pendidikan penulis. 

2. Dr. Ir. Andi Khaeriyah., M.Pd., IPU. Selaku Dekan Fakultas Pertanian 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 

3. Ibu Dr. Ir. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM. Selaku Ketua Prodi Kehutanan 

Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan masukan 

kepada penulis. 
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menempuh pendidikan. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

Perhutanan sosial ialah kebijakan yang digunakan dalam memberdayakan 

masyarakat sekitar, yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan pengendalian 

konflik untuk meningkatkan manfaat hutan dari berbagai aspek sosial, ekonomi dan 

ekologi (Suwardi, 2024). Menurut Kumar (2015) teori perhutanan sosial atau social 

forestry dapat diartikan sebagai pendekatan untuk melakukan mitigasi peningkatan 

deforestasi dan degradasi hutan dalam mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh 

aktivitas masyarakat setempat dengan menyertakan masyarkat sebagai subjek untuk 

melakukan pengelolaan hutan. Salah satu upaya pemerintah mengatasi permasalahan 

dalam sektor kehutanan di Indonesia yaitu, diterapkannya program perhutanan sosial 

(social forestry) yang saat ini telah terlaksana hampir di seluruh daerah di Indonesia. 

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang 

dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang 

dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat Hukum Adat sebagai 

pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan 

dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan 

Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan. (PERMEN LHK No. 9 

Tahun 2021).  
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 Program perhutanan sosial yang diterapkan oleh pemerintah terdiri dari lima 

skema yaitu, Hutan Adat (HA) berupa hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat, 

Hutan Desa (HD) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Hutan 

Kemasyarakatan (HKm) yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH), Hutan 

Tanaman Rakyat (HTR) dikelola oleh perseorangan atau koperasi serta Kemitraan 

Kehutanan (KK) yang dikelola oleh masyarakat yang tinggal dan bermukim di sekitar 

hutan kemitraan (Muslimin., 2020). 

Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah kawasan hutan 

yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat (Permen 

LHK No. 09 Thn 2021). Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan sistem 

pengelolaan hutan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

dalam dan di sekitar kawasan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi hutan 

(Ayudanti, 2017).  

Berdasarkan SK pembentukan HKm No. SK.10300/MENLHK-PSKL/PKPS/ 

PSL.0/12/2022 KTH Tangnga  Romang. Menyatakan bahwa pemberian persetujuan 

pengelolaan hutan kemasyarakatan kepada Kelompok Tani Tangnga Romang seluas       

± 240 (dua ratus empat puluh) hektare pada kawasan hutan lindung di Desa Rappoala 

Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

hutan kemasyarakatan merupakan salah satu modal sosial yang dikembangkan 

secara integratif melalui berbagai kegiatan pengelolaan dalam rangka 

memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara lestari dan berkelanjutan. Tingkat 

partisipasi masyarakat dapat tercermin dalam berbagai tahapan kegiatan 
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pengelolaan hutan kemasyarakatan. Tahapan pengelolaan terdiri atas tahap 

perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan monitoring. Partisipasi masyarakat 

pada pengelolaan hutan kemasyarakatan dapat berbentuk ide/gagasan/pemikiran, 

biaya, maupun tenaga (Sagita dkk., 2019).  

Oleh karena itu penting untuk dilakukannya penelitian ini sebagai dasar 

dalam merancang kebijakan dan program yang lebih efektif, adil, dan 

berkelanjutan, dengan mengedepankan peran serta aktif masyarakat dalam menjaga 

kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi 

masyarakat terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan salah satu faktor 

pendukung keberhasilan pengelolaan hutan kemasyarakatan sehingga dapat 

berkembang secara lestari dan berkelanjutan. 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang menjadi rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tangnga Romang Desa Rappoala 

Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tangnga Romang 

Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian yang dilakukan di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tangnga 

Romang Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa adalah: 

1. Untuk memberikan informasi tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tangnga Romang Desa 

Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. 

2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam 

penelitian tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan 

Kemasyarakatan (HKm) Tangnga Romang Desa Rappoala Kecamatan 

Tompobulu Kabupaten Gowa. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Perhutanan Sosial 

Sejak perhutanan sosial ditetapkan menjadi program nasional dari tahun 

2014 kebijakan ini cukup banyak mendapatkan perhatian dari banyak kalangan 

terutama daripemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lain. 

Perhutanan sosial saat ini menjadi salah satu kebijakan strategis dibidang kehutanan 

yaitu sebagai sebuah program pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan 

kemiskinan melalui distribusi pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat yang 

tinggal di dalam dan sekitar hutan (Supriyanto dkk., 2017). 

Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial 

adalah menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 247 Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang 

Pengelolaan Perhutanan Sosial telah dijabarkan ke dalam serangkaian peraturan 

menteri yang mengakomodir pengelolaan hutan oleh masyarakat seperti yang 

diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan danPeraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
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Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, bahwa hutan sebagai sumberdaya 

alam memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat, manfaat baik 

secara langsung, maupun manfaat tidak langsung. Manfaat langsung hutan antara 

lain menghasilkan kayu untuk keperluan pertukangan maupun bahan pulp dan 

kertas, tempat hidup satwa, dan lain-lain. Manfaat tidak langsung digunakan 

sebagai tempat ekowisata dan penyedia oksigen. Keberhasilan pengelolaan hutan 

tidak terlepas dari peranan masyarakat yang berada disekitar hutan. Dalam rangka 

memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi 

kesejahteraan rakyat,maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat 

dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, 

serta tidak diperbolehkan mengubah fungsi utamanya (Mitchell dkk., 2003). 

Jangka waktu izin perhutanan sosial selama 35 tahun maka masyarakat 

memerlukan pendampingan yang memadai dan berkelanjutan dalam mendukung 

kemandirian kelompok untuk mencapai tujuan perhutanan sosial yaitu peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan (Ekawati, 2020). 

Berdasarkan Pasal 204 PP No.23 Tahun 2021 Pengelolaan Perhutanan 

Sosial ini terdiri atas: 

a. Hutan Desa adalah Kawasan Hutan yang belum dibebani izin, yang 

dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. 

b.  Hutan Kemasyarakatan adalah Kawasan Hutan yang pemanfaatan 

utamanya ditujukan untuk memberdayakan Masyarakat. 
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c. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah Hutan tanaman pada 

HutanProduksi yang dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk 

meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan 

silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya Hutan. 

d. Hutan Adat merupakan merupakan hutan yang berada di wilayah 

Masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan 

kesejahteraannya. 

e. Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyrakat setempat 

dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa 

hutan, izin pinjam pakai Kawasan hutan, atau pemegang izin usaha 

industri primer hasil hutan. 

Sebagai upaya mendukung program perhutanan sosial saat ini Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membuat program pendampingan terhadap 

kelompok penerima persetujuan Perhutanan Sosial yang diatur pada Peraturan 

Menteri LHK No. 9 Tahun 2021 perubahan peraturan Dirjen Perhutanan Sosial dan 

Kemitraan Lingkungan No. 1 Tahun 2019. Pendampingan adalah kegiatan yang 

dilakukan kepada masyarakat/kelompok Persetujuan Pengelolaan Perhutanan 

Sosial untuk pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

(Menteri LHK, 2021). 

2.2. Hutan Kemasyarakatan 

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu skema yang dibangun 

dalam program perhutanan sosial (Puspasari dkk., 2017). Tujuan adanya skema 
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HKm adalah untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan (Safe’i dkk., 2018). 

Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan 

Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan menyebutkan bahwa untuk 

mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan 

pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pengembangan kapasitas dan 

pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Salah satu bentuk  

pemberdayaan masyarakat setempat dapat dilakukan salah satunya melalui Hutan 

Kemasyarakatan (HKm). Penyelenggaraan HKm dimaksudkan untuk memberikan 

akses (Arifin 2006; Arifin dkk., 2009) dan mengembangkan kapasitas masyarakat 

sekitar hutan dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan 

lapangan kerja untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di 

masyarakat (Dwiprabowo dkk., 2013). 

Hutan Kemasyarakatan (HKm) menjadi salah satu kebijakan yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan untuk menekan laju deforestasi di 

Indonesia dengan melibatkan masyarakat di samping Hutan Desa dan Hutan 

Tanaman Rakyat. Banyak pihak memandang kebijakan ini sebagai pengakuan 

negara terhadap pengelolaan hutan oleh rakyat yang selama ini terabaikan, namun 

mampu menjaga kelestarian alam dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. 

Bagi masyarakat, hutan tak hanya memiliki makna ekologis, tetapi juga sosial, 

budaya dan ekonomi (Khaeruddin, 2018). Hutan kemasyarakatan merupakan hutan 

negara dengan sistem pengeloaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan 

masyarakat tanpa menggangu fungsi pokoknya. Tujuan pemberdayaan masyarakat 



 

 

9 
 

adalah meningkatkan nilai ekonomi, nilai budaya, memberikan manfaat/benefit 

kepada masyarakat pengelola, dan masyarakat setempat. Hutan Kemasyarakatan 

ditujukan atau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat petani di sekitar kawasan hutan 

yang memiliki ketergantungan pada kawasan hutan tersebut dengan sistem 

pendekatan areal kelola/hamparan kelola. Dalam hal ini, Hutan Kemasyrakatan 

memberikan kepastian hukum atas status lahan kelola bagi masyarakat yang 

membutuhkannya. Hutan Kemasyarakatan juga bertujuan agar hutan lestari 

masyarakat sejahtera. Konsep Hutan Lestari melalui pola-pola pengelolaan di lahan 

HKm diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat sehingga meningkatkan 

kesejahteraan hidup mereka 8 melalui penganekaragaman hasil dari tanaman yang 

ditanam di lahan HKm, (Hakim dkk,. 2010). 

PermenLHK No. 09 Tahun 2021 tentang Persetujuan Pengelolaan Hutan 

Kemasyarakatan yang diberikan kepada perorangan,kelompok tani atau koperasi 

masyarakat setempat dengan mengutamakan pengelolaan dengan areal Kawasan 

hutan lindung. Izin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan 

(IUPHKm) diberikan dalam jangka 35 tahun dan diperpanjang sesuai hasil evaluasi 

setiap 5 tahun. Tujuan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat setempat atau 

masyarakat sekitar hutan ini adalah untuk meningkatkan sejahteraan masyarakat 

setempat, baik itu meningkatkan nilai ekonomian, nilai budaya, serta meningkatkan 

manfaat-manfaat atau keuntungan yang akan di dapatkan masyarakat pengelola dan 

masyarakat setempat. (Suradireja dkk., 2018). 
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Menurut Waznah (2006) hutan kemasyarakatan memberikan manfaat, baik 

bagi masyarakat, pemerintah maupun bagi hutan, yaitu: 

1. Bagi fungsi hutan 

a. Fungsi ekologi mensyaratkan hutan harus tetap berfungsi sebagai 

sistem penyangga kehidupan dari berbagai jenis plasma nutfah asli, 

baik flora maupun fauna, serta melestarikan ekosistem dan spesies 

unik yang mungkin ditemukan dalam hutan. 

b. Fungsi ekonomi diupayakan berfungsi sebagai penyangga 

keberlanjutan sistem produksi,  konservasi dan pendaya-

manfaatan kekayaan yang terkandung di dalamnya serta untuk 

berbagai penggunaan lainnya secara terpadu. 

c. Fungsi sosial budaya diupayakan untuk semakin melibatkan peran 

serta masyarakat, terutama masyarakat sekitar kawasan hutan. 

2. Bagi masyarakat, HKm dapat memberikan kepastian akses untuk turut 

mengelola kawasan hutan, menjadi sumber mata pencarian, dan 

menjamin ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk rumah tangga 

dan pertanian. 

3. Bagi pemerintah, HKm dapat meningkatkan hubungan yang baik antara 

pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. HKm juga berdampak 

positif pada pengamanan hutan. 
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Hutan Kemasyarakatan bertujuan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan 

secara optimal, adil dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat sekitar hutan. Salah satu hutan negara yang ditetapkan sebagai areal 

kerja HKm yaitu hutan lindung (Winarni dkk., 2016). 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pengelolaan 

Hutan meliputi kegiatan: (1) tata guna dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, 

(2) pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, (3) rehabilitasi dan 

reklamasi hutan, dan (4) perlindungan hutan. 

2.3. Kelompok Tani Hutan (KTH) 

Pengelolaan HKm merupakan salah satu bentuk nyata partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat (Sagita dkk., 2019). 

Menurut Safe’i et al., (2018) bahwa hutan kemasyarakatan merupakan suatu 

program pemanfaatan sumberdaya hutan yang selalu mengutamakan pada aspek 

keberlanjutan. Program hutan kemasyarakatan ini ditujukan dengan tujuan untuk 

dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan melalui proses 

pemanfaatan sumberdaya hutan secara adil, optimal, dan berkelanjutan. 

Areal kerja Hutan Kemasyarakatan adalah satu kesatuan hamparan kawasan 

hutan yang dapat dikelola oleh kelompok atau gabungan kelompok masyarakat 

setempat secara lestari yang memegang IUPHKm pada hutan lindung maupun 

IUPHKm pada hutan produksi. Dalam PERMENLHK No. 83 Tahun 2016 

dikatakan bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatran yang 

selanjutnya disingkat IUPHKm merupakan izin usaha yang diberikan kepada 
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kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan 

hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi. 

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 

Tahun 2016 Hutan Kemasyarakatan merupakan hutan negara yang pemanfaatan 

utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Rahmina dkk (2012) juga 

menyebutkan Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan 

utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat, dengan sasaran 

adalah kawasan hutan lindung dan hutan produksi belum dibebani hak pengelolaan 

atau izin pemanfaatan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat; 

serta izin diberikan kepada “Kelompok Masyarakat Setempat”. 

Kelompok tani merupakan suatu sistem lembaga yang berisi aturan-aturan 

yang disetujui oleh para anggotanya. Pembentukan kelompok tani adalah upaya 

untuk mengkoordinir individu-individu untuk bekerja sama mencapai suatu tujuan 

yang telah ditetapkan. Kelompok tani berfungsi sebagai wadah belajar, diskusi, 

pertemuan, pengumpulan informasi dan berbagi pengalaman antar anggota 

kelompok. Kelembagaan masyarakat semacam kelompok tani adalah sebagai 12 

salah satu wadah yang diselenggarakan petani untuk mengembangkan usaha 

taninya. 

Menurut Permenhut No. 57 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembinaan 

Kelompok Tani Hutan, Kelompok Tani Hutan merupakan kumpulan petani atau 

perorangan warga negara Indonesia berserta keluarganya yang mengelola usaha di 

bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan yang meliputi usaha hasil 
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hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, baik di hulu maupun di 

hilir. 

Menurut Swadaya (1988) dalam Suratiyaningrum (2013) sebagai 

perkumpulan orang disekitar hutan, Kelompok tani hutan mempunyai tujuan, 

sebagai berikut: 

1.  Membina dan mengembangkan usaha anggota di bidang seperti proses 

produksi, pengelolaan, dan pemasaran hasil usaha, 

2.  Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota 

3.  Ikut serta membangun dan melestarikan hutan melalui kerjasama dengan 

Perum Perhutani, 

4.  Memberikan pelayanan/menyalurkan kepada anggota yang menyangkut 

kebutuhan. 

5. Usaha produktif, misalnya dalam hal usaha tani seperti pupuk, 

insektisida, dan alat-alat pertanian. 

6. Meningkatkan kesejahteraan anggota, merupakan tujuan akhir 

terbentuknya Kelompok Tani Hutan. 

2.4. Partisipasi 

Partisipasi masyarakat sangat penting karena merupakan cara untuk 

memperoleh informasi tentang status, kebutuhan dan sikap masyarakat terhadap 

suatu program, masyarakat akan merasa bertanggung jawab dan menjamin 

keberlanjutannya. Partisipasi aktif masyarakat berperan penting dalam keberhasilan 

suatu program pemerintah. Salah satu cara penerapan pengelolaan sumber daya 
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berbasis masyarakat yaitu dengan menumbuhkan efisiensi dalam pemanfaatan 

pengelolaan sumber daya alam (Lombok dkk., 2021). Berdasarkan pada faktor- 

faktor pendorong partisipasi masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan program. 

Dengan pelibatan secara penuh kepada masyarakat dan tanggung jawab maka 

program bisa berjalan dengan stabil dan sebaliknya. Selain itu, prinsip partisipasi 

menuntut keaktifan masyarakat anggota pelaksana pengelolaan hutan berbasis 

masyarakat untuk memperhatikan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya, jika 

tidak maka pelaksanaan program tidak akan optimal (Harris, 2000). Partisipasi aktif 

masyarakat juga merupakan penentu dalam keberhasilan suatu program 

pemerintah. Pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat merupakan salah satu 

strategi pengelolaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam 

pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Komunitas lokal memiliki 

keterikatan yang kuat dengan daerahnya sehingga pengelolaan yang dilakukan akan 

diusahakan demi kebaikan daerahnya (Harahab dan Graziano, 2011). Suprayitno 

(2011) juga menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

hutan masih tergolong rendah dikarenakan rendahnya tingkat keberdayaan dan 

kurang optimalnya tingkat kemampuan masyarakat sekitar hutan dalam mengelola 

dan memanfaatkan hasil hutan. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam sebagian 

kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program, serta tidak adanya penyuluhan 

yang teratur mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup, 

sehingga masyarakat menjadi kurang termotivasi dalam melaksanakan kegiatan 

program secara keseluruhan. Padahal, menurut Suprayitno (2008), pelibatan 
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masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan dalam rangka pelestarian dan pengelolaan 

hutan merupakan merupakan hal mendasar untuk mengembangkan dan membangun 

kesadaran kritis masyarakat pengelola hutan.  

Partisipasi dibedakan menjadi empat jenis, yaitu partisipasi dalam 

pengambilan keputusan, partispasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam 

pengambilan pemanfaatan, dan partisipasi dalam evaluasi. Pertama, partisipasi 

dalam pengambilan keputusan, partisipasi ini terutama berkaiatan dengan 

penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang 

menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan 

keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, 

kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program 

tawarkan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan, meliputi sumber daya dana, 

kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam 

pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya 

baik yang berkaitan dengan perencanaan. Pelaksanaan maupun tujuan. Ketiga, 

partispasi dalam pengambilan manfaat, Partisipasi dalam pengambilan manfaat 

tidak lepas dari pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas 

maupun dapat dilihat dari output, sedangkan dari kuantitas dapat dilihat dari 

presentase keberhasilan program. Keempat, partisipasi dalam evaluasi, partisipasi 

dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan 

sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui 

ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. (Holid, 2021). 
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2.5. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 
Gambar 1. Kerangka Pikir 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2025 

di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tangnga Romang Desa Rappoala Kecamatan 

Tompobulu Kabupaten Gowa. Penunjukkan lokasi penelitian ini didasarkan pada 

observasi awal, dimana tempat tersebut terdapat HKm yang bentuk pengelolaannya 

dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dengan Skema Kemitraan 

Konservasi atau Perhutanan Sosial. 

3.2. Penentuan Sampel 

HKm Tangnga Romang Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten 

Gowa yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH)  merupakan populasi 

penelitian yang beranggotakan 57 orang. Metode yang digunakan pada penelitian 

ini adalah Simple Random Sampling sebanyak 30 orang. Handayani (2020) 

menjelaskan bahwa Simple Random Sampling adalah pengambilan anggota sampel 

dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi itu, di mana dalam konteks ini sampel dipilih dari Balai Perhutanan 

Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Kabupaten Gowa yang mengelola HKm 

Tangnga Romang. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Data ialah informasi atau fakta yang dikumpulkan melalui pengamatan, 

pengukuran, atau studi. Data dapat berupa simbol, angka, kata-kata, atau gambaran 
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yang diperoleh melalui proses observasi atau pencarian dari berbagai sumber. Data 

yang terkumpul selama penelitian ini terdiri dari data asli yang dikumpulkan 

langsung dan data yang diperoleh dari sumber-sumber sekunder. 

Informasi yang didapatkan langsung dari responden melalui tahap observasi 

lapangan, dokumentasi, wawancara, dan kuesioner yang berisi pertanyaan atau 

pernyataan termasuk ke dalam data primer. Sementara itu, informasi yang diambil 

dari sumber umum di lokasi penelitian dan informasi pendukung lainnya termasuk 

ke dalam data sekunder. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Setelah mengetahui jenis dan sumber data yang akan dugunakan, maka 

diperlukan teknik dalam pengumpulan data yang tepat sehingga diperoleh data yang 

sesuai dan tepat. Berikut ini teknik yang digunakan dalam penelitian ini. 

3.4.1. Observasi 

Metode observasi yang peneliti gunakan untuk menggali informasi lebih 

dalam maka penulis dapat mencatat dengan mengamati secara langsung. Selain itu, 

observasi dilakukan untuk memverifikasi data dari hasil kuesioner, wawancara, dan 

dokumentasi lapangan dengan keadaan yang terjadi. 

3.4.2. Kuesioner 

  Kuesioner ialah instrumen penelitian yang memuat serangkaian pertanyaan 

atau pertanyaan dalam bentuk tulisan yang harus ditanggapi oleh responden. 

Kuesioner ini dirancang dengan pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa untuk 

mengharapkan jawaban dari responden, khususnya terkait bentuk dan tingkat 
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partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Tangnga Romang. 

3.4.3. Wawancara 

Wawancara ialah teknik pengumpulan data dengan cara membangun dialog 

tanya-jawab dengan responden untuk menggali informasi yang diperlukan. Metode 

wawancara yang peneliti gunakan untuk mengkaji lebih dalam informasi yang ingin 

diperoleh alasan atas pilihan dari kuesioner yang telah diberikan kepada responden. 

3.4.4. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini metode yang dapat menggambarkan 

kondisi Hutan Kemasyarakatan Tangnga Romang. Metode ini digunakan peneliti 

untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Tangnga 

Romang sebagai dokumen yang menjadi acuan peneliti untuk membuktikan data 

yang ada di lapangan. 

3.4.5. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam analisisnya. Menurut Mulyadi (2011), 

gabungan antara ke dua metode tersebut dapat membuahkan hasil yang objektif, 

terstruktur, dan terukur karena metode penelitian tersebut saling menguatkan dan 

saling melengkapi namun akan menghasilkan penelitian yang mendalam dan 

faktual. Selain itu juga menganggap keliru pernyataan sebagian kalangan yang 

menyatakan bahwa penelitian kuantitatif dan kualitatif tidak boleh 

dicampuradukkan menurutnya kedua metode tersebut masing-masing memiliki 

kekurangan maka perlu di kombinasikan agar saling melengkapi.   
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Metode kuantitatif digunakan penulis untuk mengukur tingkat partisipasi 

masyarakat terhadap pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Tangnga Romang 

menggunakan teknik pendekatan skala likert. Sedangkan metode kualitatif 

digunakan penulis untuk menganalisis bagaimana bentuk partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Tangnga Romang dan alasan 

masyarakat untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam pengelolaan Hutan 

Kemasyarakatan Tangnga Romang. 

Berikut merupakan Tabel penilaian skala likert yang digunakan penulis jika 

pertanyaan atau pernyataan yang diajukan maka skor yang didapat jika Sangat 

sering mendapat skor 5 dan Tidak pernah mendapa skor 1. 

Tabel 1. Nilai Skor Skala Likert 

Alternatif Jawaban Keterangan Skor Pertanyaan 

SS Sangat sering 5 

S Sering 4 

KD Kadang-Kadang 3 

HTP Hampir Tidak Pernah 2 

TP Tidak Pernah 1 

Sumber: Sugiyono (2017:93) 

 

Dalam penelitian ini penulis ingin mencoba mengukur bagaimana tingkatan 

partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Tangnga 

Romang di 3 bentuk diantaranya: 

a.  Partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

 Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 

melibatkan pendekatan untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai 
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berbagai ide dan program yang mempengaruhi kepentingan bersama dalam 

pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Tangnga Romang. Bentuk partisipasi 

ini meliputi kehadiran dalam rapat, diskusi, memberikan tanggapan atau 

penolakan terhadap program yang diajukan serta kontribusi pemikiran 

b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

Dalam pelaksanaan, keterlibatan masyarakat telah direncanakan 

sebelumnya dengan matang dan diterapkan dengan melibatkan mereka 

dalam perencanaan, sehingga pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Tangnga 

Romang dapat berjalan efektif. Partisipasi ini mencakup kontribusi berupa 

tenaga, keuangan, dan barang dari masyarakat. 

c. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi 

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi adalah bentuk partisipasi 

yang terkait dengan penilaian menyeluruh terhadap program-program yang 

bertujuan untuk menentukan sejauh mana program kerja yang telah 

direncanakan atau dilaksanakan di Hutan Kemasyarakatan Tangnga 

Romang sesuai atau mengalami penyimpangan dalam pelaksanaannya. 

   Untuk mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

HKm Tangnga Romang, skor diberikan dalam rentang dari 1 hingga 5, di mana 5 

ialah nilai maksimum dan 1 ialah nilai minimum. Setelah itu, nilai dari setiap 

responden dijumlahkan dan digunakan untuk membuat peringkat berdasarkan. 

skala penilaian tersebut. 
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Selisih per kategori :
 

 
 
 

Selisih per kategori :  
 

Selisih per kategori : 0,8 
 

Dari pada rumus tersebut, dapat diamati tingkat nilai masing-masing sesuai 

dengan yang tercantum dalam tabel berikut. 

Tabel 2. Tingkatan Partisipasi Masyarakat 

Sumber: Hasil Modifikasi Skala Likert Manolang 2007 

Tabel 2 menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat, di mana skor antara 

1- 1,8 diklasifikasikan sebagai kategori Sangat Rendah, skor antara 1,8-2,6 sebagai 

kategori Rendah, skor antara 2,6-3,4 sebagai kategori Sedang, skor antara 3,4-4,2 

sebagai kategori Tinggi, dan skor di atas 4,2-5 sebagai kategori Sangat Tinggi. 

Rumus yang digunakan untuk memperoleh skor rata-rata, mendapatkan 

presentase, dan menentukan kategori yaitu: 

Cara untuk mendapatkan Skor Rata-rata:  
 
 

Cara untuk mendapatkan Persentase:  

 

 

Cara menentukan Kategori:  

 

No. 
Tingkat Partisipasi Masyarakat 

Tingkat Kategori 

1. Sangat Tinggi >4,2 – 5 

2. Tinggi >3,4 – 4,2 

3. Sedang >2,6 – 3,4 

4. Rendah ˃1,8 – 2,6 

5. Sangat Rendah 1 – 1,8 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Lokasi 

Penelitian ini dilakukan di Desa Rappoala, Kecamatan Tompobulu, 

Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan mewawancarai kelompok tani 

hutan (KTH) yang mengelolah Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tangnga Romang 

dengan luas ±240 hektare yang terletak di Desa Rappoala. Peta lokasi HKm 

Tangnga Romang dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Peta Lokasi HKm Tangnga Romang 
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4.2. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dalam penelitian ini menggambarkan latar 

belakang sosial dan demografis masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan Hutan 

Kemasyarakatan (HKm) Tangnga Romang. Responden terdiri dari anggota 

kelompok tani hutan dan masyarakat sekitar yang berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan pengelolaan HKm. Berdasarkan responden penelitian, mayoritas 

responden berjenis kelamin laki-laki dengan rentang usia <25 hingga >65 tahun, 

yang umumnya merupakan kelompok usia produktif pada beberapa responden. 

Tingkat pendidikan responden didominasi oleh lulusan sekolah dasar dan 

menengah pertama, yang mencerminkan kondisi pendidikan masyarakat pedesaan 

secara umum. Sebagian besar responden bekerja sebagai petani, dengan 

penghasilan utama berasal dari sektor pertanian dan hasil hutan bukan kayu. Selain 

itu, lama keterlibatan responden dalam kelompok pengelola HKm bervariasi, 

namun mayoritas telah tergabung sejak awal pengelolaan dimulai pada akhir tahun 

2022. Identitas responden dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Identitas Responden 

Jenis kelamin Jumlah 

Laki-laki 30 

Perempuan 0 

Jumlah 30 

Rentang Usia (Tahun) Usia Produktif dan Non Produktif  

<15 Non Produktif 0 

15-24 Produktif (Muda) 2 
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Responden dalam penelitian ini berjumlah 30 orang, yang seluruhnya 

merupakan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Hutan 

Kemasyarakatan (HKm) Tangnga Romang di Desa Rappoala didominasi oleh    

laki-laki, terutama dalam kegiatan teknis lapangan maupun pengambilan keputusan 

di tingkat kelompok. 

 

 

25-44 Produktif (Utama) 9 

45-64 Produktif (Menjelang Pensiun) 14 

>65 Non Produktif 5 

Jumlah 30 

Pendidikan  

Tidak sekolah 0 

SD 15 

SMP 11 

SMA 4 

Diploma/Sarjana 0 

Jumlah  30  

Luas Kawasan Yang Dikelola  

< 1ha 1 

1-2 ha 28 

>2 - 3 ha 0 

>3 -4 ha 0 

> 4-5 ha 1 

>5 ha 0 

Jumlah 30 
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Berdasarkan kelompok usia, mayoritas responden berada pada rentang usia 

36–45 tahun dan 46–55 tahun, masing-masing sebanyak 9 orang (30%). Kelompok 

usia lainnya terdiri dari <25 tahun (2 orang), 25–35 tahun (1 orang), 56–65 tahun 

(4 orang), dan >65 tahun (5 orang). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

pengelola HKm berada pada usia produktif, namun juga terdapat partisipasi dari 

kalangan lansia yang kemungkinan memiliki peran penting secara sosial dalam 

kelompok. 

Dari sisi tingkat pendidikan, responden didominasi oleh lulusan sekolah 

dasar (SD) sebanyak 15 orang (50%), diikuti oleh lulusan SMP sebanyak 11 orang 

(36,7%), dan SMA sebanyak 4 orang (13,3%). Tidak ada responden yang memiliki 

pendidikan tinggi (Diploma/Sarjana), serta tidak ditemukan responden yang tidak 

mengenyam pendidikan formal, namun tidak menjadi hambatan utama dalam 

keterlibatan mereka dalam pengelolaan hutan. 

Terkait dengan luas lahan HKm yang dikelola, sebagian besar responden 

mengelola lahan seluas 1–2 hektare, yaitu sebanyak 28 orang (93,3%). Sementara 

itu, hanya 1 orang yang mengelola lahan kurang dari 1 hektare, dan 1 orang lainnya 

mengelola lahan lebih dari 4 hektare. Tidak ada responden yang mengelola lahan 

di atas 5 hektare.  

4.3. Tingkat Partisipasi KTH Tangnga Romang 

4.3.1. Tingkat Partisipasi KTH dalam Tahap Perencanaan 

Berdasarkan hasil analisis data, tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap 

perencanaan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) memperoleh skor 3,18 
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yang tergolong dalam kategori sedang jika dilihat pada Tabel tingkat partisipasi 

masyarakat. Nilai partisipasi anggota KTH dalam tahap perencanaan dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

Tabel 4. Nilai Partisipasi Anggota KTH Dalam Tahap Perencanaan 

No Bentuk Partisipasi Skor Rata-rata Ketegori 

1 Keaktifan anggota KTH dalam menghadiri 

rapat/pertemuan 
3,63 Tinggi 

2 Keaktifan anggota KTH dalam memberi 

pendapat/masukan 
3,60 Tinggi 

3 Keaktifan anggota KTH dalam melaporkan 

kendala/masalah yang dialami selama 

mengelolah HKm 

2,77 Sedang 

4 Keaktifan anggota KTH dalam memberikan 

solusi ketika ada kendala/masalah dalam 

pengelolaan HKm 

3,20 Sedang 

5 Keaktifan anggota KTH dalam pengusulan 

tanaman MPTS 
2,70 Sedang 

Nilai rata-rata partisipasi KTH Tangnga Romang 

dalam tahap Perencanaan 
3,18 

Kategori partisipasi KTH Tangnga Romang Sedang 

 

Tingkat partisipasi pada tahap perencanaan dalam pengelolaan Hutan 

Kemasyarakatan menunjukkan variasi pada setiap tahap perencanaan kegiatan. 

Pada tahap perencanaan dengan kategori tertinggi pertama dapat dilihat dalam 

keaktifan anggota KTH dalam menghadiri rapat/pertemuan dengan skor rata-rata 

3,63. Tahap perencanaan tertinggi kedua yaitu Keaktifan anggota KTH dalam 

memberi pendapat/masukan dengan skor rata-rata 3,60. Sedangkan Keaktifan 

anggota KTH dalam memberikan solusi ketika ada kendala/masalah dalam 

pengelolaan HKm tergolong sedang dengan skor rata-rata 3,20, Keaktifan anggota 

KTH dalam melaporkan kendala/masalah yang dialami selama mengelolah HKm 
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tergolong sedang dengan skor rata-rata 2,77, Keaktifan anggota KTH dalam 

pengusulan tanaman MPTS juga tergolong sedang dengan skor rata-rata 2,70. 

Pada tahap perencanaan, masyarakat menunjukkan partisipasi yang cukup 

baik dengan skor (3,18) yang tergolong sedang, karena dalam keaktifan Masyarakat 

dalam menghadiri pertemuan dan memberikan masukan. Namun, partisipasi dalam 

pengusulan tanaman MPTS masih tergolong sedang dan perlu ditingkatkan. 

4.3.2. Tingkat Partisipasi KTH dalam Tahap Pelaksanaan 

Partisipasi Masyarakat dalam tahap pelaksanaan pengelolaan  tergolong 

rendah, dengan nilai rata-rata 1,82. Hal ini mencerminkan masih minimnya 

keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan bantuan dari program Perhutanan 

Sosial, termasuk penerimaan benih maupun penggunaan bantuan operasional. Nilai 

partisipasi anggota KTH dalam tahap pelaksanaan dapat dilihat pada Tabel 5.  

Tabel 5. Nilai Partisipasi Anggota KTH Dalam Tahap Pelaksanaan 

No Bentuk Partisipasi Dalam Tahap Pelaksanaan Skor Rata-rata Kategori 

1 Pernah Mendapatkan Tanaman MPTS Yang 

Dibagikan Oleh Pihak Perhutanan Sosial 
1,00 

Sangat 

Rendah 

2 Pernah Menanam Benih/Bibit Yang 

Dibagikan Oleh Perhutanan Sosial 
1,00 

Sangat 

Rendah 

3 Pernah Menggunakan Bantuan Operasional 

Yang Diberikan Oleh Pihak Perhutanan Sosial 
1,00 

Sangat 

Rendah 

4 Memanfaatkan HHBK Yang Ada Pada 

Kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) 

Tangnga Romang 

3,13 Sedang 

5 Menggunakan Lahan Pada Kawasan Hutan 

Kemasyarakatan (HKm) Tangnga Romang 
2,97 Sedang 

Nilai rata-rata partisipasi KTH Tangnga Romang 

dalam tahap Pelaksanaan 
1,82 

Kategori partisipasi KTH Tangnga Romang Rendah 
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Tingkat partisipasi tahap pelaksanaan dalam pengelolaan Hutan 

Kemasyarakatan menunjukkan variasi pada setiap tahap perencanaan kegiatan. 

Pemanfaatan HHBK yang ada pada kawasan hutan kemasyarakatan (HKm) 

Tangnga Romang masih tergolong sedang dengan skor rata-rata 3,13.  Penggunaan 

lahan pada kawasan hutan kemasyarakatan (HKm) Tangnga Romang juga 

tergolong sedang dengan skor rata-rata 2,97. Ada tiga bentuk partisipasi masyarakat 

yang masih tergolong sedang dengan skor rata-rata 1,00, yaitu pernah mendapatkan 

tanaman MPTS yang dibagikan oleh pihak Perhutanan Sosial, pernah menanam 

benih/bibit yang dibagikan oleh Perhutanan Sosial, pernah menggunakan bantuan 

operasional yang diberikan oleh pihak Perhutanan Sosial. 

Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat tergolong rendah dengan 

skor (1,82), yang ditunjukkan oleh minimnya keterlibatan dalam memanfaatkan 

bantuan dari program Perhutanan Sosial, seperti benih, bantuan operasional, 

maupun kegiatan penanaman. 

4.3.3. Tingkat Partisipasi KTH dalam Tahap Evaluasi 

Pada tahap evaluasi, berada pada kategori sedang, dengan nilai rata-rata 

2,95. Partisipasi yang tinggi terlihat pada aktivitas pemeliharaan tanaman dan upaya 

menjaga kelestarian kawasan hutan, meskipun pemeliharaan terhadap alat 

operasional masih sangat rendah. Nilai partisipasi anggota KTH dalam tahap evaluasi 

dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Nilai Partisipasi Anggota KTH dalam Tahap Evaluasi 

No Bentuk Partisipasi Skor Rata-rata Kategori 

1 Pernah Mengikuti Monitoring Yang Diadakan 

Oleh Perhutanan Sosial 
3,43 Sedang 

2 Pernah Memberikan Pemeliharaan Terhadap 

Tanaman MPTS Yang Telah Anda Tanam 

Sebelumnya 

2,83 Sedang 

3 Pernah Memberikan Pemeliharaan Terhadap 

Benih/Bibit Pertanian Yang Telah Anda 

Tanam Sebelumnya 

3,83 Tinggi 

4 Pernah Melakukan Pemeliharaan Terhadap 

Alat Operasional Yang Telah Diberikan 

Kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) 

1,00 
Sangat 

Rendah 

5 Senantiasa Menjaga Kawasan Hutan Yang 

Anda Kelola Dari Kerusakan Lingkungan 
3,63 Tinggi 

Nilai rata-rata partisipasi KTH Tangnga Romang 

dalam tahap Evaluasi 
2,95 

Kategori partisipasi KTH Tangnga Romang Sedang 

Tingkat partisipasi tahap evaluasi dalam pengelolaan HKm menunjukkan 

variasi pada setiap tahap perencanaan kegiatan. Pada tahap evaluasi dengan 

kategori tertinggi pertama dapat dilihat dalam pemeliharaan terhadap benih/bibit 

pertanian yang telah anda tanam sebelumnya dengan skor rata-rata 3,83. Tahap 

evaluasi tertinggi kedua yaitu, senantiasa menjaga kawasan hutan yang anda kelola 

dari kerusakan lingkungan dengan skor rata-rata 3,63.  

Ada dua bentuk partisipasi pada tahap evaluasi dalam kategori sedang 

dengan skor yang berbeda, yaitu pernah mengikuti monitoring yang diadakan oleh 

perhutanan sosial dengan skor rata-rata 3,43 dan pernah memberikan pemeliharaan 

terhadap tanaman MPTS yang telah di tanam sebelumnya dengan skor rata-rata 

2,83. Ada satu bentuk partisipasi masyarakat tergolong dalam kategori sangat 
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rendah, yaitu pernah melakukan pemeliharaan terhadap alat operasional yang telah 

diberikan kepada kelompok tani hutan (KTH) dengan skor rata-rata 1,00. 

  Pada tahap evaluasi, masyarakat menunjukkan partisipasi yang tergolong 

sedang dengan skor (2,95), karena dalam tahap evaluasi terutama dalam kegiatan 

pemeliharaan tanaman dan upaya menjaga kelestarian hutan. Namun, masih 

ditemukan minimnya partisipasi pada aspek pemeliharaan alat operasional. 

Berdasarkan hasil perhitungan, tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tangnga Romang tergolong dalam 

kategori sedang karena minimnya partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan. 

Tingkat partisipasi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 7. Tingkat partisipasi masyarakat 

Kategori Jumlah 

Perencanaan 3.18 

Pelaksanaan 1.82 

Evaluasi 2.95 

Rata-rata 2,65 

Kategori partisipasi KTH Tangnga Romang Sedang 

Tabel 8 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

HKm Tangnga Romang dengan nilai rata-rata 2,65. Jika dibandingkan dengan 

kategori tingkat partisipasi masyarakat dengan hasil modifikasi skala likert maka 

tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan HKm tergolong sedang. Hasil ini 

lebih rendah dibanding hasil penelitian Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan 

Taman Hutan Raya Bontobahari di Desa Ara Kecamatan Bontobahari Kabupaten 

Bulukumba (Anwar, 2024). Tingkat partisipasi masyarakat pada taman hutan raya  

bontobahari yang dikelolah oleh KTH Tonyampa dengan nilai rata-rata 3,52. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi 

masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) Tangnga Romang 

dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) tergolong dalam kategori 

sedang, dengan nilai rata-rata keseluruhan 2,65. 

1. Pada tahap perencanaan, masyarakat menunjukkan partisipasi yang cukup baik 

(skor 3,18), khususnya dalam keaktifan menghadiri pertemuan dan memberikan 

masukan. Namun, partisipasi dalam pengusulan tanaman MPTS masih 

tergolong sedang dan perlu ditingkatkan. 

2. Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat tergolong rendah (skor 1,82), 

yang ditunjukkan oleh minimnya keterlibatan dalam memanfaatkan bantuan 

dari program Perhutanan Sosial, seperti benih, bantuan operasional, maupun 

kegiatan penanaman. 

3. Pada tahap evaluasi, masyarakat kembali menunjukkan partisipasi yang sedang 

(skor 2,95), terutama dalam kegiatan pemeliharaan tanaman dan upaya menjaga 

kelestarian lingkungan hutan. Namun, masih ditemukan kelemahan pada aspek 

pemeliharaan alat operasional. 

Secara umum, kekuatan partisipasi terletak pada aspek perencanaan dan 

evaluasi, sedangkan aspek pelaksanaan menjadi titik lemah yang membutuhkan 

perhatian lebih lanjut. 
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5.2. Saran 

1. Bagi Pemerintah atau Pengelola Program Perhutanan Sosial: 

Perlu dilakukan peningkatan sosialisasi dan pendampingan terhadap anggota 

KTH agar mereka lebih memahami manfaat dan cara memanfaatkan bantuan 

yang telah diberikan. Penguatan kapasitas dan pelatihan teknis juga dapat 

membantu mendorong keterlibatan yang lebih aktif pada tahap pelaksanaan. 

2. Bagi Kelompok Tani Hutan (KTH): 

Disarankan agar KTH Tangnga Romang melakukan evaluasi internal secara 

berkala untuk meningkatkan efektivitas peran anggota, khususnya dalam 

pemanfaatan sarana dan bantuan operasional yang telah tersedia. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya: 

Disarankan agar penelitian mendatang menggali lebih dalam mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pada tahap pelaksanaan, 

seperti aspek sosial, ekonomi, atau tingkat pemahaman masyarakat terhadap 

program. Selain itu, dapat pula dilakukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif 

yang lebih mendalam untuk memperkuat analisis dan menghasilkan 

rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif. 
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LAMPIRAN 

Lampiran  1. Kuisioner 

DAFTAR PERTANYAAN  

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN 

HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) TANGNGA ROMANG DESA 

RAPPOALA KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA 

I. Isilah pertanyaan dibawa ini sesuai dengan keadaan yang

 sebenarnya dari Bapak/Ibu/Saudara dengan mengisi titik-titik 

setiap nomor jawaban. 

1. Nama : ………………………………………. 

2. Alamat : ………………………………………. 

3. Jenis Kelamin : ………………………………………. 

4. Umur : ………………………………………. 

5. Pendidikan Terakhir : ………………………………………. 

6. Pekerjaan : ………………………………………. 

7. Luas Kawasan Yang Dikelola : ………………………………………. 

II. Berilah tanda cek (√) pada setiap jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara 

anggap paling tepat berdasarkan hati nurani yang sesungguhnya, dimanah: 

SS : Sangat sering HTP : Hampir Tidak Pernah 

S : Sering TP : Tidak Pernah 

KD : Kadang-Kadang   

A. Kuesioner tentang perencanaan 

NO.. Pertanyaan SS S KD HTP TP 

1. Apakah anda pernah menghadiri rapat/pertemuan 

yang diadakan oleh Kelompok Tani Hutan? 
     

Alasan: 

 

NO.. Pertanyaan SS S KD HTP TP 

2. Apakah anda pernah memberikan masukan dan 

pendapat tentang rencana pengelolaan Hutan 

Kemasyarakatan (HKm)? 

     

Alasan: 
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NO.. Pertanyaan SS S KD HTP TP 

3. Pernahkah anda melaporkan masalah ataupun 

kendala yang anda alami dalam mengelola lahan 

di Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Tangnga 

Romang Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu 

Kabupaten Gowa? 

     

Alasan: 

NO.. Pertanyaan SS S KD HTP TP 

4. Apakah Anda pernah memberikan solusi ketika 

ada masalah dalam pengelolaan Hutan 

Kemasyarakatan (Hkm) Tangnga Romang? 

     

Alasan: 

NO.. Pertanyaan SS S KD HTP TP 

5. Apakah Anda pernah mengusulkan tanaman 

MPTS yang nantinya akan di tanam di kawasan 

Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Tangnga 

Romang? 

     

Alasan: 

 

B. Kuesioner tentang pelaksanaan 

NO.. Pertanyaan 
SS S KD HTP TP 

1. Apakah Anda pernah mendapatkan tanaman 

MPTS yang dibagikan oleh pihak 

Perhutanan Sosial? 

     

Alasan: 
 

NO.. Pertanyaan SS S KD HTP TP 

2. Apakah Anda pernah menanam benih/bibit yang 

dibagikan oleh Perhutanan Sosial      

Alasan: 
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NO.. Pertanyaan SS S KD HTP TP 

3. Apakah Anda pernah menggunakan bantuan 

operasional yang diberikan oleh pihak Perhutanan 

Sosial? 

     

Alasan: 

NO.. Pertanyaan SS S KD HTP TP 

4. Apakah Anda memanfaatkan HHBK yang ada 

pada kawasan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) 

Tangnga Romang? 

     

Alasan: 
 

NO.. Pertanyaan SS S KD HTP TP 

5. Apakah Anda menggunakan lahan pada Kawasan 

Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Tangnga Romang? 
     

Alasan: 

 

C. Kuesioner tentang Evaluasi 

NO.. Pertanyaan SS S KD HTP TP 

1. Apakah pernah mengikuti monitoring yang 

diadakan oleh Perhutanan Sosial? 
     

Alasan: 

NO.. Pertanyaan SS S KD HTP TP 

2. Apakah anda pernah memberikan pemeliharaan 

terhadap tanaman MPTS yang terlah Anda tanam 

sebelumnya? 

     

Alasan: 

NO.. Pertanyaan SS S KD HTP TP 

3. Apakah Anda pernah memberikan pemeliharaan 

terhadap benih/bibit pertanian yang telah Anda 

tanam sebelumnya? 

     

Alasan: 
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NO.. Pertanyaan SS S KD HTP TP 

4. Apakah Anda pernah melakukan pemeliharaan 

terhadap alat operasional yang telah diberikan kepada 

Kelompok Tani Hutan (KTH)? 

     

Alasan: 
 

NO.. Pertanyaan SS S KD HTP TP 

5. Apakah Anda senantiasa menjaga kawasan hutan yang 

Anda kelola dari kerusakan lingkungan? 
     

Alasan: 

Saya telah mengisi pertanyaan diatas dengan baik dan benar tampa ada tekanan 

dan paksaan oleh pihak mana pun. 

 

Gowa ................. ,…Juni 2025 

 

 

 

 

(…………………………..) 
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Lampiran  2. SK HKm No. SK.10300/MENLHK-PSKL/PKPS/ PSL.0/12/2022 

KTH Tangnga Romang 
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Lampiran  3. Hasil Perhitungan Quisioner Responden KTH Tangnga Romang 

No Res 
PERENCANAAN 

TOTAL A 
PELAKSANAAN 

TOTAL B 
EVALUASI 

TOTAL C 
A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 

1 4 3 3 3 1 14 1 1 1 4 4 11 3 3 4 1 4 15 

2 4 4 3 3 3 17 1 1 1 4 4 11 4 3 4 1 4 16 

3 4 3 3 4 3 17 1 1 1 4 3 10 4 3 4 1 4 16 

4 5 5 2 5 4 21 1 1 1 4 5 12 4 4 4 1 5 18 

5 3 3 3 3 3 15 1 1 1 3 4 10 4 3 4 1 4 16 

6 4 4 4 4 2 18 1 1 1 4 3 10 4 3 4 1 4 16 

7 4 4 3 3 2 16 1 1 1 4 3 10 4 3 4 1 4 16 

8 3 3 3 4 2 15 1 1 1 3 3 9 1 3 4 1 2 11 

9 4 3 3 3 3 16 1 1 1 3 2 8 4 3 4 1 4 16 

10 4 4 4 4 4 20 1 1 1 4 3 10 4 3 4 1 4 16 

11 4 4 3 4 3 18 1 1 1 3 2 8 4 3 4 1 4 16 

12 3 4 2 3 2 14 1 1 1 2 2 7 3 3 4 1 4 15 

13 4 4 3 4 4 19 1 1 1 3 3 9 4 3 4 1 4 16 

14 4 4 3 2 3 16 1 1 1 2 3 8 3 2 4 1 4 14 

15 3 3 3 3 4 16 1 1 1 3 3 9 4 3 4 1 3 15 

16 4 4 3 4 3 18 1 1 1 3 2 8 3 3 4 1 4 15 

17 3 4 3 3 3 16 1 1 1 1 1 5 3 2 4 1 3 13 

18 4 3 3 3 3 16 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 2 6 

19 4 3 4 4 4 19 1 1 1 2 3 8 3 3 4 1 3 14 

20 3 3 2 3 2 13 1 1 1 2 3 8 3 3 4 1 4 15 

21 4 4 3 4 2 17 1 1 1 3 3 9 4 3 4 1 4 16 

22 3 3 2 2 3 13 1 1 1 4 3 10 3 2 4 1 3 13 
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Lanjutan Tabel 

23 4 3 2 2 1 12 1 1 1 4 3 10 3 3 4 1 3 14 

24 3 3 2 3 1 12 1 1 1 4 3 10 4 2 3 1 4 14 

25 3 3 2 2 1 11 1 1 1 3 3 9 4 4 4 1 3 16 

26 3 5 3 3 2 16 1 1 1 3 3 9 4 1 4 1 3 13 

27 4 4 3 3 3 17 1 1 1 3 3 9 4 3 4 1 3 15 

28 3 3 2 3 3 14 1 1 1 4 3 10 3 4 4 1 4 16 

29 3 4 1 2 4 14 1 1 1 4 4 11 3 3 3 1 4 14 

30 4 4 3 3 3 17 1 1 1 3 3 9 4 3 4 1 4 16 

Total 109 108 83 96 81 477 30 30 30 94 89 273 103 85 115 30 109 442 

Rata-rata 3.63 3.60 2.77 3.20 2.70 3.18 1.00 1.00 1.00 3.13 2.97 1.82 3.43 2.83 3.83 1.00 3.63 2.95 

Ket T T S S S   SR SR SR S S   S S T SR T   

Keterangan : 

ST  : Sangat Tinggi   R  : Rendah 

T  : Tinggi    SR  : Sangat Rendah  

S  : Sedang 
 

Tabel persentase 

Kategori  
Jml Resp. Perencanaan Persentase Jml Resp. Pelaksanaan Persentase Jml Resp Evaluasi Persentase 

A1 A2 A3 A4 A5 A1% A2% A3% A4% A5% B1 B2 B3 B4 B5 B1% B2% B3% B4% B5% C1 C2 C3 C4 C5 C1% C2% C3% C4% C5% 

SR (1) 0 0 1 0 4 0 0 3 0 13 30 30 30 2 1 100 100 100 7 3 2 2 1 30 0 7 7 3 100 0 

R (2) 0 0 8 5 7 0 0 27 17 23 0 0 0 4 5 0 0 0 13 17 0 4 0 0 2 0 13 0 0 7 

S (3) 12 14 18 15 13 40 47 60 50 43 0 0 0 12 19 0 0 0 40 63 11 21 2 0 8 37 70 7 0 27 

T (4) 17 14 3 9 6 57 47 10 30 20 0 0 0 12 4 0 0 0 40 13 17 3 27 0 19 57 10 90 0 63 

ST (5) 1 2 0 1 0 3 7 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

Jml 30 30 30 30 30 100 100 100 100 100 30 30 30 30 30 100 100 100 100 100 30 30 30 30 30 100 100 100 100 100 
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Lampiran  4. Dokumentasi Penelitian 
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Lampiran  5. Surat keterangan bebas plagiasi 
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